
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menunbang- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemermtahan yang balk, terbuka dan akuntabeldiperlukan keterbukaan informasi publik sebagai saranadalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publikdalam proses penyelenggaraan pemermtahan danpembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayananinformasi dan dokumentasi;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapatdipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untukmengelola pelayanan informasi di lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasidan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 danUndang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Reppblik IndonesiaNomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kari terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeridan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 245);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2),’
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 5);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara 2016 Nomor 5);



MEMUTUSKAW:
Menetapkan PERATURAN

INFORMASI
PEMERINTAH

BUPATI TENTANG PEDOMAN
DAN DOKUMENTASI DI
kabupaten LAMPUNG utara

PELAYANAN
LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.2 UtST11^ Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenLampung Utara. p

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dartSekretanat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Dmas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatandan Kelurahan.
6. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik datafakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dandibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan formatsesuai dengan perkembangan teknologi informasi dankomumkasi secara elektronik maupun non elektronik.7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunandan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untukbahan mfomasi publik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpandikelola dikinm dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerahyang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sertainformasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.9. Badan Publik adalah lembaga ekskutif, legislatif dan badanlam yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan danBelanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posisi atau Jabatan tertentu pada Badan
Publik;

1,1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat struktural yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan
pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.

12. PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung
jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan
pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat
Daerah.



13.

14.

15.

Or^f PPI
p

Pejabat yan8 merupakan atasan langsungOrganisasi Perangkat Daerah S 8
Daftar Informasi Publik adalah Catalan yang berisi keteranganS 7 s^ematls tentang seluruh Informasi Publik yangberada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah tidaktermasuk informasi yang dikecualikan

'nf°™aSi adalah orang yang menggunakanpublik sebagaimana diatur dalam ketentuanPeraturan Perundang undangan.
!6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badanhukum atau badan publik. uauan

17' Publik adalah warga negara dan/atauyang menEaJukan permintaaninformasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

BAB H
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 2

pZ™ yang dari Pemerintah Daerah dan DewanDaerah sebagai Badan Publik melaksanakanpengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 3

(1) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifatdan dapat diakseS oleh setiap pengguna Informasi
(2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkunganPemenntahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.(3) Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah dapatdiperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat

7r
tU’ dan dapat diakses dengan mudah.(4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan'Pemenntahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan PeraturanPejundang-undangan, kepatuhan dan kepentingan umum.(5) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujianatas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasidibenkan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksamabahwa. menutup informasi publik dapat melindungikepentmgan yang lebih besar daripada membukanya atausebaliknya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi
yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi
publik apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.



(3) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi yang dapat berkaitan dengan ’ kepentinganperlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi-
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia ’jabatan-

dan/atau
e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikandan/atau menerbitkan informasi publik ‘ yang beradadibawah kewenangannya kepada pemohon informasi Publikselain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturanPerundang-undangan;

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud'pada ayat (1), Pemerintah 'Daerah membangun danmengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
' pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan

mudah.

BABIV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 6

(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat padapejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsipelayanan informasi.
(3) PPID ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1) PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(2) PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan
Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 8

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai
berikut:
a. waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat

Kabupaten dilakukan setiap triwulan dalam tahun
anggaran berjalan.

b. waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat satuan
organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan setiap triwulan
tahun anggaran berjalan.



Pasal 9

PPID bertugas:
a' dan mengkonsolidasikan pengumpulanbahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu-b. menyimpan mendokumenta^kan, menyediakan ’ danmemben pelayanan informasi kepada publik.c. melakukan Verifïkasi bahan informasi publik

UJ‘ kOnSekUOTSi informasi yang

f
' PO'nutakhiran informasi dan dokumentasi; dan. menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses olehmasyarakat.

Pasal 10

‘UgaS seba8aimana dimaksudaaiam Fasal 9, PPID berwenang:
a' kelend inf0™asi ^ng dikecualikan sesuaiaetentuan Peraturan Perundang-undangan;b. meminta dan rnemperoleh informasi dari unit keria/komponen/Satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanyaƒ '
' PPID8 P'™’*"311 Pe’ayanan informasi dengan

cakupan ke^y^ menjadi
d. menentukan atau menetapkan suatu informasidapat/ tidaknya diakses publik-
e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional“ 'Uk "’embuat>.mengumPulkan serta memelihara informasidan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 11

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat(2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugaspokok dan fungsi PPID pada Organisasi Perangkat

Daerah;dan
b. PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris atau Kepala TataUsaha pada Organisasi Perangkat Daerah.

(2) PPID pembantu Perangkat Daerah ditetapkan denganKeputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
(3) PPID pembantu bertugas membantu PPID melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10.
(4) PPID pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasikepada PPID secara bcrkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Tata keija PPID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.



BAB V
PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 13

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
a. Perseorangan;
b. Kelompok Masyarakat;
C. Lembaga Swadaya masyarakat;
d. Organisasi Masyarakat;
e. Partai Politik; atau
f. Badan Publik lainnya.

Pasal 14

Pemohon informasi dan dokumentasi kepada PemerintahanDaerah hams memenuhi persyaratan:
a. Mencantumkan identitas yang jelas;
b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon;
C. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi' yang dibutuhkan; dan
d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasidan dokumentasi.

BAB VI
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Informasi publik dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atauditerima yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 16

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
d. Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Secara Berkala
Pasal 17

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Informasi tentang profil badan publik yang meliputi:

1. informasi tentang kedudukan atau domosili beserta
alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan
tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta unit¬
unit kerja dibawahnya;

2. struktur organisasi, gambaran umum.



6.

f.

g-

h.

3.
4.
5.

publik3 penting terkait pelaksanaan tugas badan

b' tentang P^gram dan/atau kegiatanyang sedang dijalankan dalam badan publik, terdiri atas-1. nama program dan kegiatan;

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan sekurang-kurangnya seüap 1 (satu) tahun sekali.

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan
dan PermohonanInformasi Pubhk yang ditolak;

4. alasan penolakan permohonan Informasi PublikLehuT81 tentang peraturan, keputusan dan/ataukebyakan yang mengikat dan/atau berdampak bagipubhk yang dikeluarkan oleh badan publik; terdiri atas-1. daftar rancangan Peraturan Perundang-undanganDaerah, yang sedang dalam proses pembuatan;2. daftar Peraturan Perundang-undangan yang telahdiundangkan.

Inform»8* hak dan Uta memperoleh
Serta pengajuan keberatanserta proses penyelesaian sengketa Informasi Publikdib^n^^ bertanggung Jawab y^g dapat

Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;Infomiasi tentang pengumuman pengadaan barangdan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.

penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan-target dan/atau capaian pogram dan kegiatan-jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
1'iiTjmrda^ kegiatan yang meliputi sumber

C' informasi ‘entang kinerja dalam lingkup badanPUD11K«
d. Ringkasan laporan keuangan;
e. Ringkasan laporan akses informasi publik, terdiri atas-I. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima-2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiappermohonan Informasi Publik.

Bagian Ketiga
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Pasal 18

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta,
yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orangbanyak dan ketertiban umum antara lain:

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit
tanaman, epidemik, wabah dan kejadian Vaar biasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non alam seperti
kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, dan
pencemaran lingkungan;

C. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
teror;

' d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;



e. informasi tentang racun pada bahan makanan yangdikonsumsi oleh masyarakat; atau
f inf<™asi tentang rencana gangguan terhadap fasilitaspublik.

(2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudahdimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Pasal 19

(i) Pihak yang menerima izin atau peijanjian keija dari badanpubhk yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hiduporang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (1), wajib memiliki standarpengumuman informasi.
(2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baikmasyarakat umum maupun pegawai badan pubhk yangmenenma izin atau peijanjian keija dari badan publik
tersebut;

C. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan daruratteijadi;
d. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan daruratteijadi;
e. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yangditimbulkan; J

f. cara mendapatkan bantuan dari pihak berwenang-g. upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik d’an/ataupihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangibahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 20

(1) Setiap badan publik wajib menyediakan Informasi Publiksetiap saat, kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yangtelah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:a. Daftar informasi publik, yang memuat:
1. nomor;
2. ringkasan isi informasi;
3- pejabat atau unit satuan keija yang menguasai

informasi;
4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan

informasi;
5. waktu dan tempat pembuatan infomasi;
6. bentuk informasi yang tersedia;
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau
kebijakan badan publik;

C. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16;



d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian
dan keuangan;

,e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikutdokumen pendukungnya;
, f. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat badan publikdalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ataudikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, danlaporan tentang ketaatan pelaksanaan izin yang

diberikan;
h. Data perbendaharaan atau inventaris;
i. Rencana strategis dan rencana kerja badan publik;
j. Agenda keija pimpinan badan publik;
k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publikyang dilaksanakan, sarana dan prasarana layananinformasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang menangani layanan Informasi Publikbeserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publikserta laporan penggunaannya;
1. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yangditemukan dalam pengawasan internal serta laporan

penindakannya;
m, Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yangdilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
n, Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

' keterbukaan Informasi Publik;
p. Informasi tentang stndar pengumuman informasi bagi

badan publik yang memberikan izin dan/atau melakukan
perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya
berpotensi mengancam bajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum;

q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Kelima
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 21

(1) Setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik
bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.



Paragraf 1
Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan

Pasal 22

(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID diPemenntah Daerah berdasarkan Pengujian Konsekuensisecara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan alasandalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakanInformasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses olehsetiap orang.
(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 23

(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 21, ditetapkan dalam bentuk surat penetapanklasifikasi.
(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), paling sedikit memuat:

a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
c. organisasi Perangkat Daerah, termasuk unit keija pejabatyang menetapkan;
d. jangka waktu pengecualian;
e. alasan pengecualian; dan
f. tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 24

(l)PPID atas persetujuan Bupati dapat mengubah klasifikasiinformasi yang dikecualikan.
(2) Pengubahan klasifikasi informasi yang * dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan
berdasarkan pengujian konsekuensi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25 (

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dandokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utaradibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lampung Utara.



BAB vin
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara,

SEKRETARIS DAERAH

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR




